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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal .   dar i  37 hal .  Put .  Pkr .  05/ G. PLW/ 2010/ PTUN. PLK

P U T U S A N
Nomor :  05/G. PLW/2010/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

- - - - - - - - - - - - - - Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya 

yang  memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  

Usaha  Negara  pada   t i ngka t  per tama  dengan   pemer iksaan  

acara  s ingka t  te l ah  menja tuhkan  putusan  dalam  sengke ta  

per lawanan  te rhadap  Penetapan  Dismissa l  Ketua  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  yang  dimohonkan  oleh  :  

- - - - - -

ERWIN SINGGIH    :  Kewarganegaraan  Indones ia ,  peker j aan  

Wiraswasta ,  bera lamat  di  Ja lan  

Pra  Kusuma  Yudha,  RT.  

015/RW.006,  Desa  Mandawai ,  

Kecamatan  Aru t  Sela tan ,  

Kabupaten  Kotawar i ng i n  

Bara t ; - - - - - - - - - - - - - - -

M.  ANDRIANSYAH,  S.H. :  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

peker j aan  Wiraswasta ,  bera lamat  

di  Perum Pas i r  Panjang ,  RT.002,  

Desa  Pas i r  Panjang ,  Kecamatan  

Aru t  Sela tan ,  Kabupaten  

Kotawar i ng i n  

Bara t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

SOITMEN                           :  Kewarganegaraan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 006. . . . . . . . . .

Indones ia ,  peker j aan  

Wiraswasta ,  bera lamat  di  Ja lan  

P.  Antasar i ,  Gang  Ranggas  I I ,  

RT.  015/RW.005,  Desa  Raja ,  

Kecamatan  Aru t  Sela tan ,  

Kabupaten  Kotawar i ng i n  

Bara t ; - - -

SUPARDI                    :  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

peker j aan  Wiraswasta ,  bera lamat  

di  Ja lan  Beruna i  RT.006,  Desa 

Baru ,  Kecamatan  Aru t  Sela tan ,  

Kabupaten  Kotawar i ng i n  

Bara t ; - - -

Dalam  hal  in i  keempat - empatnya  d iwak i l i  o leh  

Kuasanya: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PETRUS  SELESTINUS,  

S.H. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

RISHA  SHINDYANI  HALIM,  

S.H. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Keduanya  warga  negara  Indones ia ,  peker j aan  Advokat  

pada  Kantor  LAW OFFICE  “PETRUS SELESTINUS,  S.H.  & 

ASSOCIATES,  yang  ber tempat  kedudukan  di  LINGGA DARMA 

BUILDING,  LT,  I I ,  Ja lan  Warung  Bunc i t  Raya  No.  17,  

Ragunan,  Jakar ta  Sela tan ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal .   dar i  37 hal .  Put .  Pkr .  05/ G. PLW/ 2010/ PTUN. PLK

t anggal . . . . . . . .

Khusus  tangga l  21  Ju l i  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Selan ju tnya  disebu t  

sebaga i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAR

A PELAWAN; 

- - - - - - - - - - - - - - Para  Pelawan  dalam  hal  in i  mengajukan  

per lawanan  te rhadap  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Palangka  Raya  Nomor:  05/PEN.DIS/2010 /PTUN.PLK,  

tangga l  28 Jun i  2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah     membaca    Penetapan    Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Palangka  Raya  Nomor  :  05/PEN-

MH/2010/PTUN.PLK  tangga l  2  Agustus  2010  ten tang  

Penunjukan  Maje l i s  

Hakim ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah    membaca   Penetapan    Hakim Ketua  Maje l i s  Nomor:  

05/PEN.HS/2010 /PTUN.PLK   tangga l  10  Agustus  2010 

ten tang  Penetapan  Har i  

Sidang  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Gugatan  Per lawanan  yang  di te r ima  dan  

dida f t a r kan  di  Kepan i t e raan  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Palangka  Raya  pada  tangga l  30  Ju l i  2010,  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dida f t a r kan  di  da lam  Regis te r  Perkara   Nomor:  

05/G.PLW/2010/PTUN.PLK  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  dan  memperhat i kan  Penetapan  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  Nomor  :

05/PEN.DIS/2010 /PTUN.PLK,  tangga l  28  Jun i  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TENTANG  DUDUKNYA 

SENGKETA-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  Para  Pelawan  dalam Sura t  

Gugatan  Per lawanannya  te r t angga l  29  Ju l i  2010  yang  

di t e r ima  dan  di daf ta r kan  d i  Kepan i t e raan  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Palangka  Raya  pada  tangga l  30  Ju l i  2010 

dengan  Regis te r  Perkara  No:  05/G.PLW/2010 /PTUN.PLK,  pada 

pokoknya  mengemukakan  hal - ha l   sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Para  Pelawan  semula  ada lah  sebaga i  Para  Penggugat  

da lam  Perkara  Gugatan  Nomor  :  05/G/2010 /PTUN.PLK  d i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya,  yang  

dida f t a r kan  pada tangga l  3  Jun i  2010  melawan  KOMISI  

PEMILIHAN  UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,  sebaga i  

Tergugat ,  dengan  tun tu tan  agar  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Kotawar ing i n  Bara t  Nomor  :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal .   dar i  37 hal .  Put .  Pkr .  05/ G. PLW/ 2010/ PTUN. PLK

PENGADI LAN. . . . . .
161/KPU- KTB/ IV /2010  tangga l  1  Apr i l  2010  dinya takan  

bata l  atau  t i dak  sah  sepan jang  menyangkut  Penetapan  

te rhadap  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  

Daerah  a/n .  Sdr .  UJANG ISKANDAR dan  Sdr .  Bambang 

Purwanto  oleh  PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA 

RAYA; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  te rhadap  Gugatan  Para  Penggugat  te rsebu t  d ia tas ,  

Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Palangka  Raya da lam 

pers idangannya  tangga l  28  Jun i  2010,  te l ah  

mengeluarkan  PENETAPAN KETUA PENGADILAN  TATA  USAHA 

NEGARA  NOMOR:  05/PEN.DIS/2010 /PTUN.PLK,  sebaga i  

PENETAPAN DISMISSAL,  dengan  PENETAPAN yang  is i n ya  

sebaga i  ber i ku t  :

M E N E T A P K A N:

Menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  di te r ima  atau  

t i dak  berdasar  ;

Membebankan  biaya  yang  t imba l  da lam  perkara  in i  

kepada  Para  Penggugat  sebesar  Rp.  78.500  (Tu juh  puluh  

delapan  r ibu  l ima  ra t us 

rup iah ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian lah  d ipu tus  dstnya ....................  (v i de  bukt i  PPL.1)

Bahwa  te rhadap  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  te rsebu t  d ia tas ,  Para  Penggugat  mela lu i  kami  

se laku  Kuasa  Hukumnya pada  tangga l  19  Ju l i  2010  te lah  

menemui  Pani te ra  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Palangka  

Raya  guna  menanyakan  Penetapan  Dismissa l  atas  Perkara  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id  dal am. . . . . . . . .

Gugatan  te rsebu t  dan  pada  har i  i t u  juga  ya i t u  tangga l  

19  Ju l i  2010  kepada  kami  diber i t a hukan  secara  resmi  

i s i  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Palangka  Raya  Nomor  05/PEN.DIS/2010 /PTUN.PLK  tangga l  

28  Jun i  2010  ber i ku t  sa l i nan  resmi  

Penetapannya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa oleh  karena  bar u pada  tangga l  19  Ju l i  2010  Para  

Penggugat  mener ima  pember i t ahuan  Penetapan  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  Nomor  :  

05/PEN.DIS/2010 /PTUN.PLK  tangga l  28  Jun i  2010,  maka 

Gugatan  Per lawanan  yang  dia jukan  oleh  Para  Pelawan  di  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  pada  saat  

in i ,  secara  yur i d i s  fo rm i l  masih  da lam tenggang  waktu  

14  (empat  bel as)  har i  dan  o leh  karena  i t u  mohon 

dinya takan  dapat  

d i t e r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Para  Pelawan  sangat  berkebera tan  dengan  

Per t imbangan  Hukum  dan  Is i  PENETAPAN  DISMISSAL 

sebaga i  mana dapat  d ibaca  dalam  PENETAPAN KETUA 

PENGADILAN  TATA  USAHA NEGARA PALANGKA RAYA NOMOR: 

05/PEN.DIS/2010 /PTUN.PLK tangga l  28  Jun i  2010,  karena  

alasan- a lasan  

sbb : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.1 .   Dida lam Per t imbangan  Hukum PENETAPAN 

DISMISSAL Nomor  :  05/PEN.DIS/2010 /PTUN.PLK tangga l  

28  Jun i  2010,  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal .   dar i  37 hal .  Put .  Pkr .  05/ G. PLW/ 2010/ PTUN. PLK

Tahun. . . . . .

Palangka  Raya  da lam  Per t imbangan  Hukum 

Penetapannya  halaman  2 (dua)  dan  3  ( t i ga )  dengan  

tegas  menyatakan  

bahwa  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang,  bahwa  sete lah  di te l i t i  sura t  gugatan  

Penggugat  I ,  I I ,  I I I  dan  IV  (Para  Penggugat )  

te rnya ta  yang  di j ad i kan  sebaga i  obyek  sengketa  

dalam  perkara  in i  ada lah  BERITA  ACARA PENETAPAN 

Pasangan  Cal on  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  yang  

memenuhi  syara t  da lam  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Kotawar i ng i n  Bara t  Tahun  2010  Nomor  :  161/KPU-

KTB/ IV /2010  tanga l  1  Apr i l  2010  yang  te l ah  

dike l ua r kan  oleh  

Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sete lah  di te l i t i  te rnya ta  Sura t  

Tergugat  Nomor  :  161/KPUKTB/ IV /2010  tangga l  1 

Apr i l  2010  yang  di j ad i kan  obyek  sengketa  dalam 

perkara  in i  memang benar  te l ah  memenuhi  keten tuan  

pasa l  1  angka  9  Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009  

Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  No.  5 

Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.2 .    Dengan  te lah  diaku i  dan  d ibenarkan  o leh  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  dalam 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Ol eh. . . . . . . .

Per t imbangan  Hukumnya  bahwa  sura t  Tergugat  

Nomor  :  161/KPU- KTB/ IV /2010  tangga l  1  Apr i l  2010  

yang  menjad i  obyek  dalam  perkara  in i ,  sebaga i  

te lah  memenuhi  keten tuan  pasa l  1  angka  9  Undang-

Undang  No.  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  

Atas  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  maka  yang  har us 

dipe r j e l a s  dan  dibuk t i k an  dalam  Gugatan  

Per lawanan  in i  adalah  apakah  Para  Pelawan  (d /h .  

Para  Penggugat )  mempunya i  kepent i ngan  hukum atau  

t i dak  dan  apakah  Para  Pelawan  merasa  d i rug i kan  

secara  langsung  atau  t i dak  dengan  Sura t  Penetapan  

Ter lawan  No.  161/KPU.KTB/ IV /2010  tanga l  1  Apr i l  

2010,  te rsebu t ; - -

5.3 .   Sura t  gugatan  Para  Penggugat  da lam perkara  a 'quo  

pada  pokoknya  adalah  mohon kepada  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Palangka  Raya,  agar  Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Kotawar ing i n  Bara t  

Nomor  :  161/KPU- KTB/ IV /2010  tangga l  1  Apr i l  2010  

(yang  d i j ad i kan  obyek  sengketa )  d inya takan  bata l  

atau  t i dak  sah  sepan jang  menyangkut  Penetapan  

te rhadap  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan Pasangan  

Calon  Waki l  Kepala  Daerah  masing masing  a/n .  Sdr .  

Ujang  Iskandar  dan Sdr .  Bambang Purwanto ; - - - - - - -

5.4 .  Para  Pelawan t i dak  sepen dapat  dan o leh  karena  i t u  

sangat  berkebara tan  dengan  Per t imbangan  Hukum 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Hal .   dar i  37 hal .  Put .  Pkr .  05/ G. PLW/ 2010/ PTUN. PLK

Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya 

pada  al i ne a ke  3  ( t i g a )  yang  menyatakan  bahwa 

"apab i l a  Sura t  gugatan  Para  Penggugat  te rsebu t  

d ika i t k an  dengan  keten tuan  pasa l  1 angka  9 dan  10  

jo  pasa l  53  ayat  (1 )  Undang- Undang  No.  5  Tahun  

1986  te rakh i r  d iubah  dengan  Undang- Undang  No.  51 

Tahun  2009  ten tang  Pera tun ,  maka  par a Penggugat  

sama seka l i  t i dak  mempunyai  kepent i ngan  Hukum dan 

jug a t i dak  merasa  di rug i kan  secara  langsung  oleh  

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Kotawar ing i n  Bara t  Nomor  :  161/KPU- KTB/ IV /2010  

tangga l  1 Apr i l  2010 yang  di j ad i kan  obyek  sengketa  

dalam  perkara  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Oleh  karena  i t u  sebe lum  Para  Pelawan  mengura i kan  

leb ih  lan ju t  mengenai  a lasan- alasan  atas  kebera tan  

te rhadap  Per t imbangan  Hukum Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Palangka  Raya  te rsebu t  d ia tas ,  maka 

te r l eb i h  dahu lu  Para  Pelawan  akan  mengut ip  buny i  

pasa l  1 angka  9,  10 dan pasa l  53 ayat  (1 )  Undang- -

Undang  No.  5  Tahun  1986  sebaga imana  te rakh i r  

d iubah  dengan  Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

sbb  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  1  angka  9  :  "KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id KEPUTUSAN. . . . .

sel aku. . . . . . .

ADALAH SUATU PENETAPAN TERTULIS  YANG DIKELUARKAN 

OLEH BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG 

BERISI  TINDAKAN  HUKUM TATA  USAHA NEGARA YANG 

BERDASARKAN  PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN  YANG 

BERLAKU,  YANG BERSIFAT  KONKRIT,  INDIVIDUAL  DAN 

FINAL,  YANG  MENIMBULKAN  AKIBAT  HUKUM BAGI  

SESEORANG ATAU  BADAN HUKUM 

PERDATA"; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  1  angka  10  :  "SENGKETA TATA USAHA NEGARA 

ADALAH SENGKETA YANG TIMBUL  DALAM BIDANG TATA 

USAHA NEGARA ANTARA ORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA 

DENGAN BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA,  BAIK 

DI  PUSAT  MAUPUN  DI  DAERAH,  SEBAGAI  AKIBAT 

DIKELUARKANNYA  KEPUTUSAN  TATA  USAHA  NEGARA, 

TERMASUK  SENGKETA  KEPEGAWAIAN  BERDASARKAN 

PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN  YANG 

BERLAKU"; - - - - - - - -

Pasa l  53  ayat  (1 )  :  "  ORANG ATAU BADAN HUKUM 

PERDATA YANG MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN OLEH 

SUATU KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DAPAT MENGAJUKAN 

GUGATAN TERTULIS  KEPADA PENGADILAN YANG BERWENANG 

YANG BERISI  TUNTUTAN AGAR KEPUTUSAN TATA USAHA 

NEGARA YANG DISENGKETAKAN ITU  DINYATAKAN BATAL 

ATAU  TIDAK  SAH,  DENGAN  ATAU  TANPA  DISERTAI  

TUNTUTAN GANTI  RUGI DAN/ATAU DIREHABILITASI ”

5.5 .   Memperhat i kan  rumusan  pasa l  1  angka  9,  10  dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Hal .   dar i  37 hal .  Put .  Pkr .  05/ G. PLW/ 2010/ PTUN. PLK

pasa l  53  ayat  (1 )  Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009  

Tentang  perubahan  Kedua  Atas  Undang  No.  5  Tahun  

1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  Para  

Pelawan  (d /h .  Para  Penggugat )  adalah  merupakan  

orang /seseorang /beberapa  orang  yang  merupakan  

warga  negara  Indones ia  yang  mempunya i  hak  pi l i h 

yang  di j am in  o leh  pasa l  18 ayat  (4 ) ,  dan pasa l  22E 

ayat  (1 ) ,  Undang- Undang  Dasar  1945,  pasa l  43  dan 

pasa l  44  Undang- Undang  No.  39  Tahun  1999  Tentang  

Hak  Asas i  Manus ia  dan  Perundang- undangan  la i nnya  

yang  mengatur  ten tang  Pemi l i han  Umum  Kepala  

Daerah,  sementara  Ter lawan  (d /h .  Tergugat )  adalah  

sebaga i  Badan Tata  Usaha Negara  yang  o leh  pasa l  10  

ayat  (3 )  dan  ayat  (4 )  Undang- undang  No.  22  Tahun  

2007  Tentang  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum dan  

pasa l  56,  57,  58,  59,  65  s/d  pasa l  74  Undang-

Undang  No.  12  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Kedua 

Atas  Undang- Undang  No.  32  Tahun  2004  Tentang  

Pemer in tahan  Daerah,  yang  di  da lam beberapa  pasa l  

dar i  kedua  Undang- undang  in i  te l ah  mengatu r  

ten tang  tugas ,  wewenang,  kewaj i ban  dan  tanggung  

jawab  ser ta  hubungan  hukum  anta ra  Para  Pelawan  

se laku  pemi l i h  yang  memi l i k i  hak  pi l i h  da lam 

menja lankan  peran  ser ta  masyaraka t  te rka i t  dengan  

Penye lenggaraan  Pemi lukada  oleh  Ter lawan,  dengan  

Ter lawan  se laku  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  da lam 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemi l i han  Umum  Kepala  Daerah  di  Kabupaten  

Kotawar ing i n  Bara t  2010- 2015  yang  harus  melakukan  

se leks i  Para  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  secara  sungguh - sungguh  agar  

set i ap  Pasangan  Calon  yang  di t e t apkan  sebaga i  

Pasangan  Calon  yang  memenuhi  syara t  untuk  menjad i  

Calon  Kepala  Daerah,  harus lah  benar - benar  Calon  

yang  memenuhi  syara t  sesua i  dengan  Pasal  58 

Undang- Undang  No.  12  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  

Kedua  Atas  Undang- Undang  No.32  Tahun  2004  Tentang  

Pemer in tahan  Daerah  jo .  Pasal  10  ayat  (1 )  e 

Pera tu ran  KPU No.  68  Tahun  2009  Tentang  Pedoman 

Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  Dan  Waki l  Kepala  

Daerah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.6 .   Sela in  dar i  pada i t u ,  bai k  di  da lam  Undang-

Undang  No.22  Tahun  2007  Tentang  Penye lenggara  

Pemi l i han  Umum maupun  di  dalam  Undang- Undang  No.  

12 Tahun 2008 Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-

Undang  No.  32  Tahun  2004  Tentang  Pemer in tahan  

Daerah,  je l as  d is i t u  dia tu r  dan  disebu tkan  bahwa 

Ter lawan  di  da lam  menja lankan  tugas  dan  tanggung  

jawabnya  waj ib  mengumumkan  has i l  ker j anya  kepada  

masyaraka t  sebaga i  pemi l i h  disamping  mener ima  

masukan- masukan  dar i  masyaraka t  sebaga i  p ihak  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal .   dar i  37 hal .  Put .  Pkr .  05/ G. PLW/ 2010/ PTUN. PLK

Tent ang. . . . . . . . . .
secara  orang  perorang  te l ah  te rda f t a r  sebaga i  

pemi l i h  yang  mempunyai  hak  

pi l i h ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.7 .  Dar i  rumusan  keten tan  beberapa  Undang- undang,  

mula i  dar i  Undang- Undang Dasar  1945,  Undang- Undang  

No.  39  Tahun  2000  Tentang  HAM,  Undang- Undang  No.  

22  Tahun  2007  Tentang  Penye lenggara  Pemi lu  dan 

Undang- Undang  No.  12  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  

Kedua Atas  Undang- Undang No.  32 Tahun 2004 Tentang  

Pemer in tahan  Daerah,  maka  menyangkut  urusan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah ,  te rmasuk  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  di  Kabupaten  Kotawar ing i n  

Bara t ,  maka  masalahnya  t i dak  semata - mat a urusan  

Ter lawan  dengan  Para  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah ,  

akan  te tap i  leb ih  dar ipada  i t u  bahkan  menjad i  

persoa lan  yang  pal i ng  mendasar  dan  subs tans ia l  

ada lah  menyangkut  urusan  Pemi l i h  yang  memi l i k i  Hak 

Pi l i h  dengan  yang  akan  dip i l i h  dan  karena  i t u  

pihak  yang  secara  langsung  berhak  dan  

berkep ent i ngan  untuk  menuntu t  kepada  Ter lawan  agar  

secara  sungguh- sungguh  beker j a  secara  pro fess i ona l  

te ru tama  memenuhi  pr ins i p - pr ins i p  atau  asas- asas  

Pemi l i han  Umum yang  te rd i r i  dar i  ;  mandi r i ,  ju j u r ,  

ad i l ,  kepas t i an  hukum,  te t i b  penye lenggara  pemi lu ,  

kepent i ngan  umum,  kete rbukaan ,  propors i ona l i t a s ,  

pro fes i ona l i t a s ,  akuntab i l i t a s ,    ef i f i e n s i    dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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per an. . . . . . . .

efek t i v i t a s     ser ta sebaga i    sarana

         pe laksanaan  kedau la tan  rakya t  d ise lenggarakan  

secara  langsung ,  umum,  bebas,  rahas ia ,  ju j u r  dan 

adi l  (pasa l  1  dan  2  Undang- Undang  No.  22  Tahun 

2007 Tentang  Penye lenggara  PEMILU) ; - - - - - - -

5.8 .   Salah  satu  kewaj i ban / t ugas  dan  tanggung  jawab  

Ter lawa n  dalam  ka i tan  dengan  Penye lenggaraan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  adalah  melakukan  

pene l i t i a n  dan  ver i f i k a s i  te rhadap  se lu ruh  

persya ra tan  Admin is t r a s i  Pasangan  Calon  yang  te l ah  

dise rahkan  kepada  Ter lawan  dan  mener ima  masukan  

dar i  masyaraka t  ten tang  kebenaran  persya ra tan  

Admin is t r a s i  yang  d isampaikan  oleh  Pasangan  Calon  

Kepala  Daerah  kepada  Ter lawan  dan  untuk  i t u  Para  

Pelawan  se la i n  sebaga i  Anggota  Pemi l i h ,  juga  

sebaga i  Anggota  masyaraka t  yang  di tun tu t  o leh  

Undang- Undang  untuk  peran  ser ta / pa r t i s i p a s i  akt i f  

da lam Pemi lukada  berupa  in f o rmas i in f o rmas i  pent i ng  

yang  menyangkut  per i l a ku  Pasangan  Calon  dan  untuk  

i t u  Para  Pelawan  te lah  member ikan  Laporan  

In fo rmas i  kepada  Ter lawan  bahwa  Pasangan  Calon  

Kepala  Daerah  a/n .  Ujang  Iskandar  yang  oleh  

Ter lawa n te l ah  d i t e t apkan  sebaga i  Pasangan  Calon  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Kotawar i ng i n  Bara t  pada  

tangga l  1  Apr i l  2010  te rnya ta  persya ra tan  

Admin is t r a s i n ya  te r dapat  ket i dakbenaran  bahkan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Hal .   dar i  37 hal .  Put .  Pkr .  05/ G. PLW/ 2010/ PTUN. PLK Pel awan. . . . . .

diduga  palsu ,  khususnya  persya ra tan  sebaga imana  

dia tu r  da lam pasa l  58 huru f  j  Undang- Undang No.  12  

Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-

Undang  No.  32  Tahun  2004  Tentang  Pemer in tahan  

Daerah  jo .  Pasal  10  ayat  (1 )  e  Pera tu ran  KPU NO.  

68  Tahun  2009,  Tentang  Pedoman Tekn is  Tata  Cara  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan  Waki l  Kepala  

Daerah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.9 .  Para  Pelawan  memi l i k i  in f o rmas i  dan  bukt i  kuat  

bahwasannya  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  a/n .  

Ujang  Iskandar  ket i ka  mendaf ta r kan  di r i  sebaga i  

Pasangan  Calon  Kepala  Darah  Kabupaten  Kotawar ing i n  

Bara t  pada  Kanto r  Ter lawan,  pada  saat  i t u  Sdr .  

Ujang  Iskandar  sedang  memi l i k i  utang  secara  

pero rang  dan/a tau  secara  badan  hukum yang  menjad i  

tanggung  jawabnya  yang  merug ikan  keuangan  Negara  

pada Bank BNI ,  utang  mana bersumber  dar i  LC Fik t i f  

dan  Para  Pelawan  se la i n  te l ah  melaporkan  kepada  

Panwas lu  setempat ,  juga  te lah  mendapat  konf i rmas i  

langsung  dar i  p ihak  BNI  Pangka lanbun  ten tang  

kebenaran  utang  Sdr .  Ujang  Iskandar  da lam  pos is i  

kred i t  macet ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dar i  ura ian  ten tang  peran ,  fungs i ,  t ugas  dan 

kewaj i ban  Para  Pelawan  dan Ter lawan  sebaga imana  te lah  

di uara i kan  dia tas ,  maka sangat  je l as  menggambar  adanya  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Kepal a. . . . . .

kepent i ngan  Para  Pelawan  dalam  peran  dan  fungs inya  

se laku  Pemi l i h  yang  memi l i k i  hak  pi l i h  dan  te r daf ta r  

sebaga i  Pemi l i h  d i  satu  pihak  dengan  peran  dan fungs i  

Para  Pelawan  sebaga i  Anggota  masyaraka t  yang  di tun tu t  

o leh  Undang- Undang  untuk  berpar t i s i p a s i  akt i f  da lam 

proses  pemi l i k ada  te ru tama  member ikan  

masukan/ i n f o rmas i  dan  hak  untuk  mendapatkan  in f o rmas i  

dar i /  te rhadap  Ter lawan  di  p ihak  yang  la i n  untuk  

mencapa i  suatu  Pemi l i han  Umum yang  bers ih ,  ju j u r ,  

te rbuka ,  kepas t i an  hukum,  dan  adi l  sesua i  dengan  

tun tu tan  Undang-

Undang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  ber dasarkan  ura ian  dan  penje lasan - pen je lasan  

dia tas ,  d imana  dar i  se jak  proses  pen ja r i ngan  pasangan  

Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  sampai  

kepada  saat  Ter lawan  menetapkan  dan mengeluarkan  Sura t  

keputusan  Nomor:  161/KPUKTB/ IV /2010  te r t angga l  1 Apr i l  

2010,  Sura t  Keputusan  mana  te l ah  di j ad i kan  sebaga i  

obyek  sengketa  dalam  perkara  in i ,  sesungguhnya  Para  

Pelawan  te l ah  member ikan  in fo rmas i  dan  bukt i - bukt i  

kepada  Ter lawan  bahwasannya  Baka l  Pasangan  Calon  

Kepala  Daerah  Sdr .  Ujang  Iskandar  ket i ka  mendaf ta r kan  

di r i  sebaga i  Bakal  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah,  i a 

sedang  berada  dalam  pos is i  sedang  memi l i k i  utang  

secara  pero rangan  dan/a tau  secara  badan  hukum  yang  

menjad i  tanggung  jawabnya  yang  merug ikan  Negara  pada  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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t anggal . . . . . .

BNI  Pangka lanbun  dan  dalam  sta tus  kred i t  macet  ser ta  

bersumber  dar i  ke jaha tan  LC Fik t i f ,  d imana  Ter lawan  

tanpa  melakukan  ver i f i k a s i  te rhadap  kebenaran  dokumen 

Admin is t r a s i  berupa  Sura t  Kete rangan  Ketua  Pengad i l an  

Neger i  Pangka lanbun  yang  is i nya  menerangkan  Sdr .  Ujang  

Iskandar  t i dak  sedang  memi l i k i  utang ,  te tap i  langsung  

sa ja  menetapkan  Sdr .  Ujang  Iskandar  sebaga i  Pasangan  

Calon  Kepala  Daerah  yang  memenuhi  syara t .  Dis in i l a h  

le t ak  kepent i ngan  Para  Pelawan  te rhadap  t ugas  dan 

tanggung  jawab  Ter la wan  dalam  peneye lenggaraan  

Pemi lukada  di  Kotawar ing i n  Bara t  karena  Para  Pelawan  

te lah  member ikan  Par t i s i p as i n ya  agar  Pemi lukada  di  

Kotawar i ng i n  Bara t  betu l - betu l  s te r i l  dar i  Pasangan  

Calon  yang  bermenta l  KKN  dan  bermasa lah  dengan  

hukum; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  ura ian  dan  alasan- a lasan  dia tas ,  maka 

Per t imbangan  Hukum Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Palangka  Raya dalam Putusannya  hal  3,  bahwasannya  Para  

Penggugat  sama  seka l i  t i dak  mempunya i  kepent i ngan  

Hukum  dan  juga  t i dak  di rug i kan  secara  langsung  oleh  

Sura t  Keputusan  KOMISI  PEMILIHAN  UMUM Kabupaten  

Kotawar i ng i n  Bara t  Nomor  :  161/KPU- KTB/ IV /2010  tangga l  

1  Apr i l  2010  dan  o leh  karena  i t u  Sura t  Gugatan  Para  

Penggugat  nyata - nyata  t i dak  te rmasuk  keten tuan  pasa l  1 

angka  9 dan 10 jo .  Pasa l  53 ayat  (1 )  Undang- Undang No.  

51  Tahun  2009  Tentang  PERATUN  dan  sesua i  dengan  

keten tuan  pasa l  62  ayat  (1 )  huru f  a  dan  c,  adalah  

Disclaimer
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merupakan  Per t imbangan  Hukum yang  t i dak  didukung  oleh  

alasan- a lasan  hukum  yang  kuat  dan  t i dak  ber dasar  

karena  se la i n  Para  Pelawan  sangat  berkepent i ngan  

dengan  per lunya  Ter lawan  menjar i ng  Pasangan  Calon  

sesua i  prosedur  agar  f i gu r - f i gu r  Calon  Kepala  Daerah  

di  Kabupaten  Kotawar ing i n  Bara t  bers i h  dar i  persoa lan  

hukum,  juga  Para  Pelawan  merasa  sangat  d i rug i kan  oleh  

t i n dakan  Ter lawan  berupa  t i dak  melakukan  ver i f i k a s i  

te r l eb i h  dahu lu  te rhadap  in fo rmas i  dan  laporan  yang  

disampaikan  o leh  Para  Pelawan  kepada  Ter lawan  ten tang  

adanya  utang  yang  dimi l i k i  o leh  calon  Kepala  Daerah  

Sdr .  Ujang  Iskandar  pada BNI  (Bank  Negara  Indones ia )  

yang  dalam  pos is i  kred i t  macet ,  seh ingga  dengan  

demik ian  Sura t  Keputusan  Ter lawa n No.  161/KPU-

KTB/ IV /2010  tangga l  1  Apr i l  2010  yang  menetapkan  Sdr .  

Ujang  Iskandar  sebaga i  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  

yang  memenuhi  syara t  (Obyek  Sengketa ) ,  padaha l  

kenya taannya  Sdr .  Ujang  Iskandar  pada saat  

mendaf ta r kan  di r i  sebaga i  Bakal  Pasangan  Calon  Kepala  

Daerah  dalam  keadaan  sedang  memi l i k i  utang  secara  

pero rangan  dan/a tau  secara  badan  hukum yang  menjad i  

tanggung  jawabnya  yang  merug ikan  keuangan  Negara  

(pasa l  58  huru f  j  Undang- Undang  No.  12  Tahun  2008  

Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  No.  32  

Tahun  2004  Tentang  Pemer in tahan  

Daerah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Disclaimer
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Ket er angan. . .

Maka  berdasarkan  ura ian  dan  a lasan- a lasan  dia tas ,  

bersama in i  Para  Pelawan  mohon k i ranya  Pengadi l an  Tata  

Usaha Negara  mener ima  dan mengabulkan  Gugatan  Per lawan  

in i  dan  se lan ju t n ya  membata lkan  Penetapan  Dismissa l  

No.  05/PEN.DIS/2010 /PTUN.PLK tangga l  28  Jun i  2010  dan  

se lan ju t nya  melakukan  pemer iksaan  te rhadap  pokok  

perkara  seper t i  d imaksud  dalam Gugatan  Para  Penggugat  

No.  05/G/2010 /PTUN.PLK.  TANGGAL 3  Jun i  2010,  da lam 

suatu  Pemer iksaan  dengan  Acara  Singka t ,  atau  Putusan  

la i n  yang  adi l  sesua i  dengan hukum;

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  per l awanan  

te rsebu t  d i  atas  Ter lawan  (Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Kotawar i ng i n  Bara t )  t i dak  member ikan  tanggapan  

secara  te r t u l i s  akan  te tap i  member ikan  kete rangan  secara  

l i san  pada  pemer iksaan  per lawanan  tangga l  10  Agustus  

2010; - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  Ter lawan  (Komis i  

Pemi l i han  Umum  Kabupaten  Kotawar ing i n  Bara t )  untuk  

menguatkan  kete rangannya  te l ah  menyerahkan  bukt i  awal  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Ketua  Pengad i l an  Neger i  Pangka lan  Bun Nomor  :  W16-

U3/01 /HK.01 / I I I / 2 010 /PN.BUN  tangga l  12  Maret  2010  

ten tang  Sura t  Kete rangan  Tidak  Memi l i k i  Tanggungan  

utang  atas  nama  Dr.  H.  UJANG  ISKANDAR,  ST,  

MSi; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ber i t a  Acara  Hasi l  Penel i t i a n  Akhi r  Persyara tan  

Admin is t r a s i  Baka l  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Kotawar i ng i n  Bara t  Dalam 

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Kotawar i ng i n  Bara t  Tahun  2010  tangga l  31  

Maret  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ber i t a  Acara  Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  yang  Memenuhi  Syara t  da lam  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Kotawar i ng i n  Bara t  Tahun  2010  Nomor  :  161/KPU-

KTB/ IV /2010  tangga l  1  Apr i l  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Kotawar ing i n  

Bara t  Nomor:  29/KPU- KTB/ IV /2010  tangga l  1  Apr i l  2010  

ten tang  Penetapan  Nama-nama Pasangan  Calon  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kotawar i ng i n  Bara t  yang  Memenuhi  Syara t  

da lam  Pemi l i han  Umum  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kotawar i ng i n  Bara t  Tahun 

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ber i t a  Acara  Penetapan  Nomor  Urut  Pasangan  Calon  Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  Kotawar i ng i n  Bara t  da lam  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Kotawar i ng i n  Bara t  Tahun  2010  Nomor  :  172/KPU-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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- - - - - TENTANG. . . . . .

KTB/ IV /2010  tangga l  3  Apr i l  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Kotawar ing i n  

Bara t  Nomor  :  30/KPU- KTB/ IV /2010  tangga l  3 Apr i l  2010  

ten tang  Penetapan  Nomor  Urut  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kotawar i ng i n  Bara t  da lam  Pemi l i han  Umum 

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kotawar i ng i n  Bara t  Tahun  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TENTANG PERTIMBANGAN 

HUKUM- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa maksud dan tu j uan  gugatan  

per lawanan  Para  Pelawan  ada lah  sebaga imana  te ru ra i  d ia tas  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa obyek  gugatan  per lawanan  

ada lah  Penetapan  Dismissa l  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Palangka  Raya  Nomor  :  05/PEN.DIS/2010 /PTUN.PLK 

tangga l  28  Jun i  2010  (se lan j u t nya  disebu t  obyek  

per lawanan) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  masalah  

pokok  dalam  sengketa  per lawanan  in i   ada lah  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya te l ah  

menerb i t kan  obyek  per l awanan  a  quo  dan  penerb i t an  obyek  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
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Negar a. . . . .

per lawanan  a  quo  menuru t  Para  Pelawan  t i dak  tepa t  dan  

per t imbangan  hukumnya  t i dak  didukung  oleh  alasan- alasan  

hukum  yang  kuat  dan  t i dak  

berdasar ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  Para  Pelawan  pada  

pemer iksaan  per lawanan  tangga l  10 Agustus  2010 menyatakan  

te tap  pada dal i l - da l i l  per lawanannya ; - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  sebe lum  Maje l i s  Hakim 

mempert imbangkan  pokok  per lawanan,  te r l eb i h  dahu lu  

Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  syara t - syara t  fo rma l  

gugatan  

per lawanan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa set i ap   gugatan  per lawanan  

yang  dia jukan  te rsebu t  harus lah  memenuhi  syara t - syara t  

fo rma l ,  anta ra  la i n  syara t  fo rma l  yang  harus  te rpenuh i  

ada lah  tenggang  waktu  mengajukan  gugatan  per lawanan  

sebaga imana  di ten tukan  da lam  Pasal  62  ayat  (3 )  huru f  a 

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  jo .  Undang- Undang Nomor  9 Tahun 2004 ten tang  

Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo .  Undang- Undang  Nomor  51 

Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

yang  menyatakan  bahwa :  “Terhadap  penetapan  sebaga imana  

dimaksud  dalam ayat  (1 )  dapat  d ia jukan  per l awanan  kepada  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
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Pengad i l an  da lam tenggang  waktu  empat  be las  har i  sete lah  

diucapkan” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  Para  Pelawan  dalam  dal i l  

gugatan  per lawanannya  menyatakan  bahwa  Para  Pelawan  

mener ima  Penetapan  Dismissa l  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha 

Negara  Palangka  Raya  Nomor:  05/PEN.DIS/2010 /PTUN.PLK 

tangga l  28  Jun i  2010  mela lu i  Pani te ra  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  pada  tangga l  19  Ju l i  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  gugatan  per lawanan  

dia j ukan  oleh  Para  Pelawan kepada  Kepan i t e raan  Pengadi l an  

Tata  Usaha Negara  pada tangga l  30 Ju l i  2010 dan te rda f t a r  

dengan  reg i s t e r  Nomor  :  

05/G.PLW/2010/PTUN.PLK ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  untuk  menguj i  kebenaran  

dal i l - da l i l  yang  disampaikan  Para  Pelawan  te rsebu t  

d ia tas ,  Maje l i s  Hakim pada pemer iksaan  per lawanan  tangga l  

10  Agustus  2010  te l ah  meminta  pengakuan  Para  Pelawan  dan  

memer iksa  sa l i nan  Penetapan  Dismissa l   Ketua  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  Nomor:  

05/PEN.DIS/2010 /PTUN.PLK  tangga l  28  Jun i  2010  yang  

di t e r ima  oleh  Para  Pelawan,  te rnya ta  bahwa  benar  Para  

Pelawan  baru  mener ima  Penetapan  Dismissa l  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  Nomor:  

05/PEN.DIS/2010 /PTUN.PLK  tangga l  28  Jun i  2010  te rsebu t  

pada tangga l  19 Ju l i  2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
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- - - - Meni mbang, . . .

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  Para  Pelawan  pada  saat  

pembacaan  Penetapan  Dismissa l  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Palangka  Raya  Nomor:  05/PEN.DIS/2010 /PTUN.PLK 

tangga l  28  Jun i  2010  t i dak  had i r  

d ipe rs i dangan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  perh i t ungan  tenggang  

waktu  14 har i  mengajukan  gugatan  per lawanan  dimula i  dar i  

tangga l  19 Ju l i  2010 sampai  dengan  dida f t a r kannya  gugatan  

per lawanan  di  Kepani te raan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Palangka  Raya tangga l  30  Ju l i  2010,  dengan  demik ian  maka 

tenggang  waktu  Para  Pelawan  mengajukan  gugatan  per l awanan  

masih  da lam  tenggang  waktu  14  har i ,  o leh  karena  i t u  

Maje l i s  Hakim berkes impu lan  bahwa tenggang  waktu  gugatan  

per lawanan  te lah  memenuhi  keten tuan   Pasa l  62  ayat  (3 )  

huru f  a  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo .  Undang- Undang  Nomor  9 

Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo .  

Undang- Undang Nomor  51 Tahun 2009 ten tang  Perubahan  Kedua  

atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha 

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  Para  Pelawan  dalam 

mengajukan  gugatan  per lawanan  te rsebu t  te lah  memenuhi  

keten tuan  pasa l  56  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
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ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo .  Undang- Undang  

Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

jo .  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  

Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  o leh  karena  i t u  Maje l i s  

Hakim  berpendapat  bahwa  dar i  seg i  fo rma l  gugatan  

per lawanan  Para  Pelawan  dapat  d i te r ima  untuk  diper i k sa  

(v i de  pasa l  62  ayat  (3 )  huru f  b  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo .  

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  jo .  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  

ten tang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim 

akan  memper t imbangkan  pokok  sengketa  per l awanan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  dalam  dal i l  gugatan  

per lawanan  angka  5.4  dinya takan  bahwa Para  Pelawan  t i dak  

sependapat  dengan  Per t imbangan  Hukum Penetapan  Dismissa l  

Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya Nomor  :  

05/PEN.DIS/2010 /PTUN.PLK  tangga l  28  Jun i  2010    pada  

al i nea  ke  3  ( t i ga )  yang  menyatakan  bahwa  “apab i l a  sura t  

gugatan  Para  Penggugat  te r sebu t  d ika i t k an  dengan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
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 Undang. . . . . .

keten tuan  pasa l  1  angka  9  dan  10  jo  pasa l  53  ayat  (1 )  

Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  te rakh i r  d iubah  dengan  

Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009  ten tang  Pera tun ,  maka  

para  Penggugat  sama seka l i  t i dak  mempunyai  kepent i ngan  

Hukum dan  juga  t i dak  merasa  d i rug i kan  secara  langsung  

oleh  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Kotawar i ng i n  Bara t  Nomor  :  161/KPU- KTB/ IV /2010  tangga l  1  

Apr i l  2010  yang  di j ad i kan  obyek  sengketa  dalam  perkara  

in i ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  dalam  dal i l  gugatan  

per lawanan  angka  5.5  sampai  dengan  5.9  dan  angka  6  Para  

Pelawan  te l ah  menyatakan  alasan- alasan  per lawanannya  

te rhadap  per t imbangan  hukum  Penetapan  Dismissa l  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  Nomor  :  

05/PEN.DIS/2010 /PTUN.PLK  tangga l  28  Jun i  2010   pada  

al i nea  ke  3  ( t i ga )  te r sebu t  

d ia tas ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  kewenangan  Maje l i s  Hakim 

per lawanan  ada lah    menguj i  apakah  Penetapan  Dismissa l  

Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya Nomor  :  

05/PEN.DIS/2010 /PTUN.PLK tangga l  28 Jun i  2010 sudah  tepa t  

dan benar  menuru t  pasa l  62 ayat  (1 )  Undang- Undang Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo .  

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  jo .  Undang-  Undang  Nomor  51  Tahun  2009  
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ten tang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  

1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ?- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  sebe lum  Maje l i s  Hakim 

mempert imbangkan  da l i l - da l i l  per lawanan,  te r l eb i h  dahu lu  

Maje l i s  Hakim  akan  menel i t i  dengan  seksama per t imbangan  

hukum  Penetapan  Dismissa l  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha 

Negara  Palangka  Raya  Nomor  :  05/PEN.DIS/2010 /PTUN.PLK 

tangga l  28  Jun i  2010  pada  halaman  t i ga  al i nea  per tama  

mengenai  obyek  sengketa  dalam  perkara  Nomor:  

05/G/2010 /PTUN.PLK,  yang  menyatakan  :  “bahwa  sete lah  

di t e l i t i  te rnya ta  sura t  Terguga t  Nomor  :  161/KPU-

KTB/ IV /2010  tangga l  1  Apr i l  2010  yang  di j ad i kan  obyek  

sengketa  dalam  perkara  in i  memang benar  te l ah  memenuhi  

keten tuan  Pasa l  1 angka  9 Undang- Undang No.  51 Tahun 2009  

ten tang  perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  No.  5  Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara”  dan 

per t imbangan  hukum halaman  t i ga  a l i nea  keempat  Penetapan  

Dismissa l  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Palangka  

Raya Nomor:  05/PEN.DIS/2010 /PTUN.PLK tangga l  28 Jun i  2010  

yang  berbuny i  :  “  bahwa oleh  karena  sura t  gugatan  Para  

Penggugat  te rsebu t  nyata - nyata  t i dak  te rmasuk  keten tuan  

pasa l  1  angka  9  dan  10  jo .   Pasa l  53  ayat  (1 )  Undang-

Undang  No.  5  Tahun  1986  te rakh i r  d i rubah  dengan  Undang-

Undang  No.  51  Tahun  2009  ten tang  Pera tun  dan  sesua i  

keten tuan  Pasa l  62  ayat  (1 )  hurub  a  dan  c,  maka  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  berwenang  

memutus  sengketa  in i  dengan  suatu  Penetapan  yang  

Disclaimer
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keempat . . . .

Tent ang. . .

di l engkap i  dengan  per t imbangan- per t imbangan  bahwa gugatan  

yang  dia jukan  dinya takan  t i dak  di te r ima  atau  t i dak  

berdasar ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  apab i l a  di te l i t i  secara  

seksama  per t imbangan  hukum  Penetapan  Dismissa l  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  Nomor  :  

05/PEN.DIS/2010 /PTUN.PLK  tangga l  28  Jun i  2010  pada  

halaman  t i ga  al i nea  per tama  dan  per t imbangan  hukum 

halaman  t i ga  al i nea  keempat  te rsebu t  d i  atas ,  Maje l i s  

Hakim  berpendapat  bahwa  ada  inkons i s t ens i  per t imbangan  

hukum  dalam  Penetapan  Dismissa l  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Palangka  Raya  Nomor  :  

05/PEN.DIS/2010 /PTUN.PLK  tangga l  28  Jun i  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  o leh  karena  t i dak  ada  

kons is t ens i  per t imbangan  hukum mengenai  obyek  sengketa  

dalam  perkara  Nomor:  05/G/2010 /PTUN.PLK  maka  menuru t  

Maje l i s  Hakim  per l u  mempert imbangkan  mengena i  obyek  

sengketa  a quo sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  obyek  sengketa  dalam 

perkara  Nomor  :  05/G/2010 /PTUN.PLK  ada lah  Ber i t a  Acara  

Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  yang  

Memenuhi  Syara t  da lam  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Kotawar i ng i n  Bara t  Tahun  

2010  Nomor:  161/KPU- KTB/ IV /2010  tangga l  1  Apr i l  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  te r l eb i h  

Disclaimer
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dahu lu  akan  mempert imbangkan  apakah  Ber i t a  Acara  

Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  yang  

Memenuhi  Syara t  da lam  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Kotawar i ng i n  Bara t  Tahun  

2010  Nomor:  161/KPU- KTB/ IV /2010  tangga l  1  Apr i l  2010  

merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  atau  

bukan?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa untuk  menentukan  

Ber i t a  Acara  Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  yang  memenuhi  syara t  da lam  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Kotawar ing i n  

Bara t  Tahun  2010  Nomor:  161/KPU- KTB/ IV /2010  tangga l  1 

Apr i l  2010  merupakan  obyek  sengke ta  ta ta  usaha  negara  

atau  obyek  pemer iksaan  di  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

Maje l i s  Hakim  akan  mengkaj i  dar i  penger t i an   Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  dimaksud  dalam  pasa l  1 

angka  9  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  

Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  yang  berbuny i  sebaga i  

ber i ku t  :  “ Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ada lah  suatu  

penetapan  te r t u l i s  yang  dike lua r kan  oleh  badan  atau  

pejaba t  ta ta  usaha  negara  yang  ber i s i  t i ndakan  hukum ta ta  

usaha  negara  yang  berdasarkan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku ,  yang  bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l ,  

dan  f i na l ,  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  seseorang  

atau  badan  hukum perda ta ” ,  dan  kemudian  dika i t k an  dengan  

keten tuan - keten tuan   la i n  atau  pera tu ran  perundang-

Disclaimer
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kat a l ai n. . . .
undangan  yang berka i t an  dengan te rb i t n ya  obyek  sengketa  a  

quo  ser ta  bukt i  awal  yang  dia jukan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Kotawar i ng i n  Bara t ; - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa berdasarkan  rumusan  Pasal  

1  angka  9  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  

Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  dapat  d i l i h a t  bahwa 

Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  merupakan  dasar  lah i r n ya  

sengketa  Tata  Usaha  Negara  mempunyai  unsur - unsur  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penetapan  

Ter tu l i s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dike lua rkan  oleh  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ber i s i  Tindakan  Hukum  Tata  Usaha 

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  

ber laku  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bers i f a t  Konkre t ,  Ind i v i dua l  dan 

Fina l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  seseorang  atau  badan  hukum 

perda ta  ; - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  keenam  unsur - unsur  

te rsebu t  d i  atas  adalah  bers i f a t  Impera t i f  Kumula t i f  yang  

Disclaimer
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ar t i n ya  untuk  dapat  d isebu t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

yang  dapat  d isengke takan  dan  dia jukan  ke  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  harus  memenuhi  kese lu ruhan  unsur   te r sebu t  

atau  dengan  kata  la i n  keenam  unsur  te rsebu t  waj ib  

te rpenuh i  dan  t i dak  boleh  satupun  yang  t i dak  

te rpenuh i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  akan  

dipe r t imbangkan  keten tuan  unsur  yang  per tama  ya i t u  

Penetapan  te r t u l i s ,  ar t i n ya  penetapan  te rsebu t  bukan  

dike lua r kan  dalam bentuk  l i san ,  syara t  harus  dalam bentuk  

te r t u l i s  i t u  bukan  mengenai  syara t - syara t  bentuk  

fo rma lnya  seper t i  sura t  pengangka tan  dan  sebaga inya  

te tap i  asa l  tampak  ke lua r  sebaga i  te r t u l i s ,  persyara tan  

te r t u l i s  i t u  dimaksudkan  untuk  kemudahan  seg i  

pembukt i an ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  Ber i t a  Acara  Penetapan  

Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  yang  Memenuhi  

Syara t  da lam  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Kotawar i ng i n  Bara t  Tahun  2010  

Nomor:  161/KPU- KTB/ IV /2010  tangga l  1  Apr i l  2010  adalah  

dalam  bentuk  te r t u l i s  seh ingga  unsur  per tama  berupa  

Penetapan  Ter tu l i s  te lah  

te rpenuh i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  mengena i  

unsur  kedua  ya i t u  penetapan  te rsebu t  harus  d ike lua r kan  

Disclaimer
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- - - - Meni mbang, . . .
oleh  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  

Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  menuru t  keten tuan  pasa l  1  

angka  8  Undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  

Perubahan  kedua  atas  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  berbuny i  “ Badan atau  

Pejaba t  Tata  Usaha Negara  ada lah  badan  atau  pejaba t  yang  

melaksanakan  urusan  pemer in tahan  berdasarkan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ” ; - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  apakah  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Kotawar i ng i n  Bara t  merupakan  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  melaksanakan  urusan  

pemer in tahan  berdasarkan  pera tu ran  perundang- udangan  yang  

ber laku? ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  

ada lah  lembaga  Penye lenggara  Pemi lu  yang  bers i f a t  

nas iona l ,  te tap  dan  mandi r i  dan  da lam  melaksanakan  

tugasnya  KPU menyampaikan  laporan  penye lenggaraan  pemi lu  

kepada  Pres iden  dan Dewan Perwak i l an  Rakyat  (v ide  Pasa l  1  

angka  jo .  Pasal  8  huru f  h  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  

2007  ten tang  Penye lenggara  Pemi l i han  

Umum); - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  KPU,  KPU Prov ins i ,  dan  KPU 

Kabupaten /Ko ta  bers i f a t  h ie ra r k i s ,  dan  KPU Prov ins i  dan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
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- - - - Meni mbang. .

KPU  Kabupaten /Ko ta  adalah  Penye lenggara  Pemi lu  di  

prov ins i  dan  kabupaten / ko ta  (v ide  Pasa l  5  jo  Pasal  1  

angka  7  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007  ten tang  

Penye lenggara  Pemi l i han  

Umum); - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa dalam  melaksanakan  tugasnya  

KPU  Kabupaten /Ko ta  menyampaikan  has i l  Pemi lu  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten /Ko ta  kepada  

Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Prov ins i ,  Menter i  Dalam 

Neger i ,  Bupat i /Wa l i k o t a ,  dan  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Kabupaten /Ko ta  (v i de  Pasa l  10  ayat  (3 )  huru f  u  

Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007  ten tang  Penye lenggara  

Pemi l i han  Umum); - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa berdasarkan  hal  te rsebu t  

d i  atas  maka  Komis i  Pemi l i han  Umum Kotawar i ng i n  Bara t  

ada lah  merupakan  Badan  atau   Pejaba t  yang  melaksanakan  

fungs i  urusan  pemer in tahan  dalam penye lenggaran  pemi l i han  

umum  seh ingga  unsur  kedua  

te rpenuh i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  unsur  ket i ga  ada lah  

Ber i s i  Tindakan  Hukum Tata  Usaha  Negara .  Tindakan  hukum 

Tata  Usaha  Negara  ada lah  perbua tan  hukum  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  bersumber  pada  suatu  

keten tuan  hukum Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  menimbulkan  

hak  atau  kewaj i ban  pada  orang  la i n ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  penetapan  te r t u l i s  yang  

di t e rb i t k an  oleh  Komis i  Pemi l i han  Umum  Kabupaten  

Kotawar i ng i n  Bara t  ber i s i  t i ndakan  hukum  Tata  Usaha  

Negara  yang  bersumber  pada  keten tuan  hukum Tata  Usaha  

Negara  ya i t u  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007  ten tang  

Penye lenggara  Pemi l i han  Umum jo .  Undang- Undang  Nomor  32 

Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  Daerah  sebaga imana  te l ah  

diubah  beberapa  ka l i  te rakh i r  dengan  Undang- Undang  Nomor  

12 Tahun 2008 ten tang  Perubahan  Kedua atas   Undang- Undang  

Nomor  32  Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  Daerah ,  yang  

dapat  menimbulkan  hak  atau  kewaj i ban  pada  orang  

la i n ; - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  is i  t i ndakan  Hukum Tata  

Usaha  Negara  yang  te rdapa t  pada  Ber i t a  Acara  Penetapan  

Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  yang  Memenuhi  

Syara t  da lam  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Kotawar i ng i n  Bara t  Tahun  2010  

Nomor:  161/KPU- KTB/ IV /2010  tangga l  1  Apr i l  2010,  te l ah  

menimbulkan  hak  atau  kewaj i i b an  bagi  nama- nama ca lon  yang  

te lah  di t e t apkan  sebaga i  ca lon  bupat i  dan  waki l  bupat i  

yang  memenuhi  syara t  untuk  dip i l i h  da lam  Pemi l i han  Umum 

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kotawar i ng i n  Bara t  Tahun  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa berdasarkan  hal  te rsebu t  

d i  atas  maka unsur  yang  ket i ga  ber i s i  t i ndakan  ta ta  usaha  

negara  juga  te rpenuh i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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t el ah. . . . . .

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  unsur  keempat  ada lah  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa yang  menjad i  dasar  hukum 

pelaksanaan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  

Daerah  ada lah  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007  ten tang  

Penye lenggara  Pemi l i han  Umum jo .  Pera tu ran  KPU Nomor  68  

Tahun  2009  ten tang  Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  

Pemi l i han  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  jo .  

Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  

Daerah  sebaga imana  te lah  diubah  beberapa  ka l i  te rakh i r  

dengan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008  ten tang  

Perubahan  Kedua  atas   Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  

ten tang  Pemer in tahan  

Daerah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  menjad i  dasar  wewenang  bag i  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Kabupaten  Kotawar ing i n  Bara t  untuk  

menerb i t kan  Ber i t a  Acara  Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  yang  Memenuhi  Syara t  da lam  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Kotawar i ng i n  Bara t  Tahun  2010  Nomor:  161/KPU- KTB/ IV /2010  

tangga l  1  Apr i l  2010,  ada lah  sebaga imana  yang  te l ah  

di t en tukan  dalam pasa l  39  ayat  1  Pera tu ran  KPU Nomor  68 

Tahun  2009  ten tang  Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kabupat en. . .
Pemi l i han  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  unsur  

keempat  mengenai  berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku  juga  te rpenuh i ; - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa se lan junya  Maje l i s  Hakim 

akan  mengura ikan  leb ih  lan ju t  unsur  yang  ke l ima  ya i t u  :  

konkre t ,  ind i v i dua l ,  dan  f i na l  seka l i gus  unsur  keenam 

ya i t u  menimbulkan  ak iba t  hukum,  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa bers i f a t  konkre t  ar t i n ya  

bahwa  Penetapan  te r t u l i s  yang  dike lua rkan  oleh  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Kabupaten  Kotawar ing i n  Bara t  dapat  

d ika tego r i k an  sebaga i  penetapan  yang  konkre t  karena  

ber i s i  suatu  t i ndakan  berwu jud  yang  dapat  

d i t en tukan / t i d ak  abst rak ,  yakn i  Penetapan  Pasangan  Calon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  yang  Memenuhi  Syara t  dalam 

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Kotawar i ng i n  Bara t  Tahun  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  s i fa t  ind i v i dua l  yang  

te rkandung  da lam  Ber i t a  Acara  Penetapan  Pasangan  Calon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  yang  Memenuhi  Syara t  dalam 

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Kotawar i ng i n  Bara t  Tahun  2010  Nomor:  161/KPU-

KTB/ IV /2010  tangga l  1  Apr i l  2010  t i dak  di tu j u kan  untuk  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal .   dar i  37 hal .  Put .  Pkr .  05/ G. PLW/ 2010/ PTUN. PLK

umum, te tap i  te r t en tu  ba ik  alamat  maupun hal  yang  di tu j u ,  

bahwa  obyek  sengketa  a  quo  d ika takan  t i dak  di t u j u kan  

untuk  umum karena  di tu j u kan  kepada  para  peser ta  yang  

mengiku t i  Pemi l i han  Umum  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kotawar i ng i n  Bara t  Tahun 2010 ; - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  bers i f a t  f i na l  ar t i n ya  

sudah  defen i t i f  dan  karenanya  dapat  menimbulkan  ak iba t  

hukum.  Yang menjad i  per tanyaan  adalah  apakah  Ber i t a  Acara  

Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  yang  

Memenuhi  Syara t  da lam  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Kotawar i ng i n  Bara t  Tahun  

2010  Nomor:  161/KPU- KTB/ IV /2010  tangga l  1  Apr i l  2010  

sudah  bers i f a t  f i na l ? ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukt i  awal  yang  

di t e r ima  Maje l i s  Hakim  ya i t u  Ber i t a  Acara  Penetapan  

Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  yang  Memenuhi  

Syara t  da lam  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Kotawar i ng i n  Bara t  Tahun  2010  

Nomor:  161/KPU- KTB/ IV /2010  tangga l  1  Apr i l  2010  (obyek  

sengketa  dalam perkara  Nomor  :  05/G/2010 /PTUN.PLK) ,  Sura t  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Kotawar ing i n  

Bara t  Nomor:  29/KPU- KTB/ IV /2010  tangga l  1  Apr i l  2010  

ten tang  Penetapan  Nama-nama  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kotawar i ng i n  Bara t  yang  Memenuhi  Syara t  

Dalam Pemi l i han  Umum Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Kotawar ing i n  

Bara t  Tahun  2010  dan  kete rangan  yang  disampaikan  oleh  

Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Kotawar ing i n  Bara t  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Tahun. . . . .

- - - - Meni mbang. . . . .

pada  pemer iksaan  per lawanan  tangga l  10  Agustus  2010  

dipe ro l eh  fak ta  hukum  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

-   bahwa  pada  a l i nea  te rakh i r  Ber i t a  Acara  Penetapan  

Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  yang  Memenuhi  

Syara t  da lam  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Kotawar ing i n  Bara t  Tahun  2010  

Nomor:  161/KPU- KTB/ IV /2010  tangga l  1  Apr i l  2010  

te rdapa t  ka l ima t  :  “ Demik ian  Ber i t a  Acara  in i  d ibua t  

untuk  d igunakan  dalam  menerb i t kan  sura t  keputusan  

ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  dan Calon  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Kotawar ing i n  Bara t  pada  Pemi lu  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Kotawar ing i n  

Bara t  Tahun  

2010 ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-   bahwa  sebaga i  t i ndak  lan ju t  dar i  penerb i t an  Ber i t a  

Acara  te rsebu t  d ia tas  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Kotawar i ng i n  Bara t  kemudian  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

Nomor:  29/KPU- KTB/ IV /2010  tangga l  1  Apr i l  2010  ten tang  

Penetapan  Nama-nama  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kotawar ing i n  Bara t  yang  Memenuhi  Syara t  da lam 

Pemi l i han  Umum Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kotawar ing i n  

Bara t  Tahun 2010 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fak ta  hukum 

dia tas  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  Ber i t a  Acara  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
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Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  yang  

Memenuhi  Syara t  da lam  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Kotawar i ng i n  Bara t  Tahun  

2010 Nomor:  161/KPU- KTB/ IV /2010  tangga l  1 Apr i l  2010 yang  

di t e rb i t k an  oleh  Komis i  Pemi l i han  Umum  Kabupaten  

Kotawar i ng i n  Bara t  te r sebu t  be lum  bers i f a t  f i na l  dan  

belum  menimbulkan  ak iba t  hukum yang  defen i t i f   karena  

Ber i t a  Acara  te rsebu t  merupakan  keputusan  yang  

dimaksudkan  sebaga i  perbua tan  pers iapan  Penetapan  

Ter tu l i s  sebenarnya  ke lua r  ya i t u  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Kabupaten  Kotawar ing i n  Bara t  Nomor:  

29/KPU- KTB/ IV /2010  tangga l  1 Apr i l  2010 ten tang  Penetapan  

Nama-nama  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kotawar i ng i n  Bara t  yang  Memenuhi  Syara t  Dalam Pemi l i han  

Umum Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kotawar i ng i n  Bara t  Tahun  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  berdasarkan  rangka ian  

per t imbangan  di  atas  maka  menuru t  Maje l i s  Hakim  Ber i t a  

Acara  Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

yang  Memenuhi  Syara t  da lam Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Kotawar i ng i n  Bara t  

Tahun  2010  Nomor:  161/KPU- KTB/ IV /2010  tangga l  1  Apr i l  

2010  belum  merupakan  keputusan  akh i r  yang  dapat  

d i l aksanakan  atau  belum  bers i f a t  f i na l  dan  belum 

menimbulkan  ak iba t  hukum yang  def i n i t i f ,  dengan  demik ian  

oleh  karena  obyek  sengketa  dalam  perkara  Nomor  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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kepent i ngan. . . . . .

05/G/2010 /PTUN.PLK  te rsebu t   be lum  bers i f a t  f i na l  

sebaga imana  dimaksud  dalam  sa lah  satu  unsur  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  menuru t  penger t i an  yang  di rumuskan  

dalam Pasa l  1  angka  9  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  

ten tang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  maka  obyek  

sengketa  te rsebu t  ada lah  bukan  merupakan  Keputusan  Tata  

Usaha Negara  yang  dimaksud  dalam Pasal  1 angka  9 Undang-

Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  dan  karenanya  t i dak  dapat  d i j ad i kan  obyek  

sengketa  di  Pengad i lan  Tata  Usaha 

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  oleh  karena  obyek  sengketa  

dalam  perkara  Nomor  05/G/2010 /PTUN.PLK  bukan  merupakan  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  dengan  demik ian  maka sengketa  

yang  t imbu l  bukan lah  sengke ta  Tata  Usaha  Negara  (v i de  

Pasa l  1  angka  10  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  

ten tang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim akan  

mempert imbangkan  apakah  Para  Penggugat  da lam  perkara  

Nomor:  05/G/2010 /PTUN.PLK dalam sengke ta  in i  sebaga i  Para  

Pelawan  mempunyai  kepent i ngan  untuk  menggugat  sebaga imana  

dia tu r  dalam Pasa l  53 ayat  (1 )  Undang Nomor  9 Tahun  2004  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Pengadi l an. . . . .

ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo .  Undang- Undang  

Nomor  51 Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara?  ; - - - - - - - -

- - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  set i ap  orang  atau  badan  hukum 

perda ta  yang  merasa  kepent i ngannya  d i rug i kan  oleh  suatu  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara ,  dapat  mengajukan  gugatan  

te r t u l i s  kepada  pengad i l an  yang  berwenang,  yang  ber i s i  

tun tu tan  agar  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

disengke takan  i t u  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah,  dengan  

atau  tanpa  d ise r t a i  tun tu tan  gant i  rug i  dan  /a tau  

rehab i l i t a s i ,  sebaga imana   d ia tu r   da lam  Pasa l  53  ayat  

(1 )  Undang- Undang  Nomor   9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  

atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  jo .  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  

ten tang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  untuk  menentukan  apakah  

Para  Penggugat /Para  Pelawan  berkua l i t a s  dan  berkapas i t as  

atau  t i dak  sebaga i  Penggugat  da lam mengajukan  gugatan  di  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  disya ra t kan  adanya  unsur  

kepent i ngan  pada di r i  Para  Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa berdasarkan  Pasa l  53 ayat  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
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(1 )  Undang- Undang  Nomor   9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  

atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  jo .  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  

ten tang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  orang  atau  

badan  hukum  yang  merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  

suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan  

gugatan  te r t u l i s  kepada  Pengadi l an  yang  berwenang  yang  

ber i s i  tun tu tan  agar  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

disengke takan  i t u  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  dengan  

atau  tanpa  d ise r t a i  tun tu tan  gant i  rug i  atau  

rehab i l i t a s i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  j i k a  dika i t k an  dengan  

keten tuan  Pasal  53 ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor   9 Tahun 

2004 ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo .  Undang-

Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara ,   orang  atau  badan hukum perda ta  yang  berhak  

mengajukan  gugatan  i t u  adalah  yang  kepent i ngannya  te rkena  

ak iba t  hukum  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

dike lua r kan /d i t e r b i t k an  dan  karenanya  yang  bersangku tan  

di rug i kan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  apab i l a  di t i n j a u  dar i  

s is t em  hukum  pub l i k ,  te ru tama  dalam  ka i t annya  dengan  

hukum acara  Perad ian  Tata  Usaha  Negara ,  maka sebaga imana  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2.  Kepent i ngan. . . .yang  di t u l i s  Ind rohar t o ,  SH dalam  bukunya  yang  ber judu l  

“Usaha  Memahami  Undang- Undang  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara”  buku  I I  Halaman  37  -  40,  penger t i a n  

“kepent i ngan ”  i t u  mengandung  2  (dua)  ar t i ,  

ya i t u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kepent i ngan  yang  menunjuk  kepada  ni l a i  yang  harus  

di l i n dung i  o leh  hukum  yang  

mel ipu t i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kepent i ngan  da lam  ka i t annya  dengan  yang  berhak  

menggugat ,  ya i t u  kepent i ngan  Penggugat  send i r i  

bers i f a t  pr ibad i ,  langsung  dan  obyeknya  dapat  

d i ten tukan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Kepent i ngan  dalam  ka i t annya  dengan  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum  yang  

merug ikan  di r i  Penggugat  i t u  secara  

langsung ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Kepent i ngan  berp roses ,  ar t i n ya  apa  yang  hendak  d icapa i  

dengan  melakukan  proses  gugatan  yang  

bersangku tan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa te rhadap  kedua  kepent i ngan  

te rsebu t  d ia tas  merupakan  suatu  syara t  untuk  dia jukan  

suatu  gugatan  pada  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  

kepent i ngan  dis i n i  d imaksudkan  suatu  ni l a i  ba ik  bers i f a t  

menguntungkan  maupun merug ikan  yang  d i t imbu l kan  atau  yang  

menuru t  na la r  dapat  d iha rapkan  akan  t imbu l  o leh  

ke lua rnya / t e r b i t n ya  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

atau  suatu  keputusan  peno lakan  Tata  Usaha  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  seberapa  jauh  n i l a i  

kepent i ngan  yang  harus  di l i n dung i  o leh  Hukum,  harus  

di l i h a t  dan d ipe r t imbangkan  ten tang  adanya  hubungan  hukum 

anta ra  orang/badan  hukum perda ta  yang  bersengke ta  atau  

Para  Penggugat /Para  Pelawan  disa tu  pihak  dengan  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  d i  p ihak  

la i n ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa dengan  demik ian  kua l i t a s  

Para  Penggugat /Para  Pelawan  harus  secara  langsung  

mempunya i  kepent i ngan  send i r i  untuk  mengajukan  gugatan ,  

dan  Para  Penggugat /Para  Pelawan  t i dak  dapat  mengajukan  

gugatan  atas  namanya  ka lau  tu j uan  yang  hendak  dicapa i  

ada lah  menyangkut  kepent i ngan  orang  la i n ,  kecua l i  Para  

Penggugat /Para  Pelawan mendapat  kuasa  dar i  p ihak  yang  

merasa  kepent i ngannya  di rug i kan ; -

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa d isamping  kepent i ngan  yang  

harus  di l i n dung i  juga  harus  je l as  pu la  kepent i ngannya  

untuk  berp roses ,  karena  ada  adag ium yang  merupakan  Hukum 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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apakah. . . .

Acara  yang  t i dak  te r t u l i s  bahwa “ poin t  d ’ i n t e r ed  -  po in t  

d ’ac t i on ”  (b i l a  ada  kepent i ngan ,  maka di  s i t u  baru  boleh  

berp roses ) ; - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  ber t i t i k  to lak  pada  

pr ins i p  hukum seper t i  te rsebu t  d ia tas ,  maka Maje l i s  Hakim 

akan  mempert imbangkan  leb ih  lan ju t  apakah  ada kepent i ngan  

Para  Penggugat /Para  Pelawan  baik  kepent i ngan  dalam  ar t i  

n i l a i  yang  harus  mendapat  per l i n dungan  hukum  maupun 

kepent i ngan  untuk  

berp roses ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Ad.  1.  Apakah  Para  Penggugat /Para  Pelawan mempunyai  

kepent ingan  dalam art i  ni la i  yang harus  di l i ndungi  

oleh  hukum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa untuk  menguj i  apakah  benar  

Para  Penggugat /Para  Pelawan  mempunyai  kepent i ngan  

langsung  te rhadap  obyek  sengketa  dalam  perkara  Nomor:  

05/G/2010 /PTUN.PLK ya i t u  Ber i t a  Acara  Penetapan  Pasangan  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  yang  Memenuhi  Syara t  da lam 

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Kotawar i ng i n  Bara t  Tahun  2010  Nomor:  161/KPU-

KTB/ IV /2010  tangga l  1  Apr i l  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  dalam  obyek  sengketa  

dalam  perkara  Nomor:  05/G/2010 /PTUN.PLK  ya i t u  Ber i t a  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Acara  Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

yang  Memenuhi  Syara t  da lam Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Kotawar i ng i n  Bara t  

Tahun  2010  Nomor:  161/KPU- KTB/ IV /2010  tangga l  1  Apr i l  

2010  t erdapa t  fak ta  bahwa  nama  Para  Penggugat /Para  

Pelawan t i dak  te rcan tum  dalam  obyek  sengketa  a  quo ,  

dengan  demik ian  Para  Penggugat /Para  Pelawan  bukan lah  

orang  yang  di tu j u  langsung  oleh  obyek  sengketa  a  quo ,  

o leh  karena  i t u  Para  Penggugat /Para  Pelawan t i dak  

mempunya i  kepent i ngan  langsung  te rhadap  obyek  sengketa  a  

quo ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim 

akan  meni la i  apakah  ada  kepent i ngan  Para  Penggugat /Para  

Pelawan yang  bers i f a t  pr ibad i  te rhadap  Sura t  Keputusan  

obyek  sengketa  a  

quo ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat /Para  

Pelawan  mengajukan  gugatan  karena  sebaga i  warga  negara  

Indones ia  yang  mempunyai  hak  pi l i h  da lam  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Kotawar i ng i n  Bara t  Tahun 

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  yang  memi l i k i  hak  pi l i h  

da lam  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Kotawar ing i n  Bara t  Tahun  2010  bukan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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hanya  Para  Penggugat /Pa ra  Pelawan  sa ja  te tap i  se lu ruh  

warga  negara  Indones ia  yang  te lah  te rda f t a r  sebaga i  

pemi l i h  da lam  dalam  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Kotawar i ng i n  Bara t  Tahun  

2010,  dengan  demik ian   t i dak  te rdapa t  kepent i ngan  Para  

Penggugat /Para  Pelawan yang  bers i f a t  pr ibad i  te rhadap  

obyek  sengketa  a  quo  atau  dengan  kata  la i n  t i dak  

merupakan  suatu  kepent i ngan  untuk  menggugat  yang  je l as  

dapat  d ibedakan  dengan  kepent i ngan  orang  

la i n ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim 

akan  memper t imbangkan  apakah  ada  kerug ian  Para  

Penggugat /Para  Pelawan  ak iba t  d i te rb i t k annya  obyek  

sengketa  a  

quo ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan-

per t imbangan  te rsebu t  d ia tas  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  

bahwa  t i dak  ada  kerug ian  langsung  te rhadap  di r i  Para  

Penggugat /Para  Pelawan  ak iba t  d i te rb i t k annya  obyek  

sengketa  a  

quo ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ad.  2.  Selanju tnya  apakah  Para  Penggugat /Para  Pelawan 

mempunyai  kepent ingan  untuk  berproses  art inya  apa 

yang  hendak  dicapai  dengan  melakukan  suatu  proses  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - Meni mbang, - -

gugatan  yang bersangkutan; - - - -

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  untuk  berproses  dengan  

mengajukan  gugatan  Tata  Usaha  Negara  harus lah  ada  

kepent i ngan  sebaga imana  yang  dimaksud  dalam  adag ium  no  

in t e res t  no  act i on  –  po in t  d ’ i n t e r e t  po in t  d ’ac t i on  

( t i d ak  ada  kepent i ngan  maka  t i dak  ada  hak  untuk  

berp roses ,  b i l a  ada  kepent i ngan  maka dis i t u  baru  ada  hak  

untuk  

berp roses ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  dengan  berdasarkan  

per t imbangan  hukum Ad.1  dia tas ,  Maje l i s  Hakim berpendapa t  

bahwa karena  Para  Penggugat /Para  Pelawan  t i dak  mempunyai  

kepent i ngan ,  dengan  demik ian  Para  Penggugat /Para  Pelawan  

juga  t i dak  mempunyai  hak  untuk  berproses ; - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  dengan  berdasarkan  

per t imbangan- per t imbangan  pada  Ad.1  dan  Ad.2  te rsebu t  d i  

atas ,  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  bahwa  Para  

Penggugat /Para  Pelawan t i dak  mempunya i  kepent i ngan ,  ba ik  

ni l a i  yang  di l i n dung i  hukum  maupun  kepent i ngan  untuk  

mengajukan  gugatan  te rhadap  obyek  sengketa  te rsebu t ,  

seh ingga  Para  Penggugat / Para  Pelawan  secara  yur id i s  t i dak  

berkua l i t a s  dan  berkapas i t a s  sebaga i  Penggugat  da lam 

perkara  Nomor:  05/G/2010 /PTUN.PLK ; - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian  te rsebu t  d i  

atas ,  maka Maje l i s  Hakim berpendapat  bahwa a lasan- alasan  

yang  dikemukakan  oleh  Para  Pelawan  dalam  gugatan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Pel awan. . . . . .

per lawanan  in i  ada lah  t i dak  berdasar  dan  dinya takan  

di t o l a k ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  o leh  karena  i t u  

per t imbangan- per t imbangan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Palangka  Raya  yang  mendasar i  d ike lua rkannya  

Penetapan  Nomor:  05/PEN.DIS/2010 /PTUN.PLK,  tangga l  28  

Jun i  2010  sudah  tepa t  dan 

benar ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  oleh  karena  per lawanan  

para  Pelawan  dinya takan  di t o l a k ,  maka  berdasarkan  Pasa l  

110  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  jo .  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo .  Undang- undang  

Nomor  51 Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  kepada  Para  Pelawan  d ihukum untuk  membayar  biaya  

perkara  yang  t imbu l  da lam sengketa  in i  yang  besarnya  akan  

di t e t apkan  dalam amar  putusan  in i ; - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menginga t  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1986 

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo .  Undang- Undang 

Nomor  9 tahun  2004  ten tang  Perubahan  Undang- undang  Nomor  

5  tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo .  

Undang- undang  Nomor  51 Tahun 2009 ten tang  Perubahan  Kedua 

atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Tata  Usaha  Negara  ser ta  keten tuan - keten tuan  la i n  yang  

berka i t an  dengan  sengketa  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M E N G A D I  L 

I   : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menolak  Per lawanan  dar i  Para  

Pelawan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum  Para  Pelawan  untuk  membayar  biaya  perkara  

sebesar        Rp.  53.500 , -  ( Lima  puluh  t i ga  r i bu  l ima  

ra tus  rup iah ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Demik ian lah  dipu tuskan  da lam  rapa t  

permusyawara tan  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Palangka  Raya  pada  har i  Selasa  tangga l  31  Agustus  

2010 oleh  ACHMAD ROMLI,  S.H.  sebaga i  Hakim Ketua  Maje l i s ,  

FAISAL ZAD,  S.H.  dan  GUGUM SURYA GUMILAR,  S.H.  sebaga i  

Hakim–Hakim  Anggota ,  putusan  mana diucapkan  da lam 

pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  Kamis  

tangga l  2  September  2010 o leh  Maje l i s  Hakim te rsebu t  

d ia tas  dengan  diban tu  oleh  I  WAYAN SUKERTA, S.H. ,  sebaga i  

Pani te ra  Penggant i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Palangka  

Raya dengan  dihad i r i  o leh  Ter lawan  (Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Kotawar i ng i n  Bara t )  dan  Para  Pelawan  tanpa  

had i r  Kuasanya. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Hal .   dar i  37 hal .  Put .  Pkr .  05/ G. PLW/ 2010/ PTUN. PLK

HAKI M. . . . . .

HAKIM  ANGGOTA I ,  

HAKIM KETUA MAJELIS,

          Ttd     Ttd

FAISAL ZAD,  S.H.                       

ACHMAD ROMLI,  S.H.  

HAKIM ANGGOTA I I ,

           Ttd

GUGUM SURYA GUMILAR,  S.H.

PANITERA PENGGANTI,  

Ttd

        I  WAYAN SUKERTA, S.H.

Per inc ian  Biaya  Perkara  Nomor               :   

05/G.PLW/2010/PTUN.PLK :

Pendaf ta ran  Gugatan : Rp. 30.000 , -

Matera i : Rp.   6.000 , -

Redaks i : Rp.   5.000 , -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat  Pangg i l an : Rp.    12.500 , -

J u m l  a h Rp.    53.500 , -

Terbi l ang   :   Lima Puluh Tiga  Ribu Lima Ratus  Rupiah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52


